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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan salah satu asset dan sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembangunan Daerah dan untuk itu perlu dikelola dengan secara baik sehingga dapat menunjang terwujudnya Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
 Pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adanya pertemuan antara penjual dan pembeli yang dalam kajian fiqh muamalah disebut dengan jual beli yang berarti saling tukar menukar antara satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di sana terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia diikat dengan nilai-nilai  akhlak yang mengatur bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang rahmatan li al-‘alamiin
 yaitu rahmat yang begitu besar bagi seluruh alam yang telah Allah SWT anugerahkan kepada hamba-Nya yang mau bersyukur atas karunia yang diterimanya. Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi atau perubahan terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dengan tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.
 Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Ekonomi Islam, bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT serta tidak bertentangan dengan syariat-Nya.
 Kegiatan ekonomi merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan banyak melakukan kegiatan ekonomi semakin bertambah kebaikan yang dilakukan, serta semakin bertambah pula ketaqwaan dan taqarub kepada Allah SWT.
 Mengelola dan memanfaatkam alam beserta isinya merupakan tanggungjawab manusia. Dengan demikian manusia dapat beraktivitas, berusaha, dan belajar menggali Sumber Daya Alam (SDA) yang telah Allah ciptakan untuk kemaslahatan hidupnya. 
Sehingga persoalan muamalah
 merupakan hal penting dan pokok dalam syariat Islam khususnya dalam upaya turut memperbaiki dan meningkatkan kebutuhan manusia. Ekonomi Islam juga memperhatikan persoalan-persoalan masyarakat  sebagaimana memperhatikan persoalan individu. Keduanya saling mempengaruhi kebaikan individu berpengaruh langsung pada kebaikan masyarakat. Persoalan untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai akhlak dalam prinsip syariah, karena tujuan penerapan ekonomi Islam sesuai dengan perkembangan yang ada bagi masyarakat daerah setempat.

Dengan adanya tujuan aktivitas ekonomi Islam di atas, manusia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sesuai apa yang mereka kehendaki. Menurut Sadono Sukirno, yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.
 
Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan melalui transaksi jual beli (muamalah). Nasrun Haroen mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.

Semua aktivitas yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup manusia: namun permasalahan yang muncul adalah sulitnya manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya karena faktor dorongan ekonomi yang semakin meningkat. Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan sumber daya energi manusia, dan peralatan material yang terbatas.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus berusaha. Salah satunya dengan cara melakukan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan ini memerlukan sarana dan prasarana pasar atau fasilitas yang telah disediakan oleh Dinas Pasar. Oleh karena itu pedagang diwajibkan membayar retribusi pasar atas pemakaian jasa berupa toko, kios, los, pelataran, meja batu dan lapangan dalam pasar serta pelayanan keamanan dan kebersihan.  Pendapatan yang dihasilkan dari pemungutan jasa tersebut sangat menunjang terwujudnya pembangunan Otonomi Daerah.

Pemerintah telah menetapkan bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan pembangunan Otonomi Daerah.  Hal ini sebagaimana terdapat dalam  Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 tentang  Pengelolaan dan Retribusi Pasar. Dalam pasal 12 sampai 14 yang disebutkan bahwa sistem retribusi pasar diberlakukan di Pasar Raya Padang sebagai imbalan atas jasa penyediaan fasilitas pasar dan atau pemberian izin tertentu oleh Kepala Daerah.

Menurut keterangan Dinas Pasar Raya Padang bahwa retribusi pasar dilakukan terhadap kawasan Pasar Raya dari jalan Pasar Baru, jalan Sandang Pangan,  Jalan Goan Ghot, Komplek Duta Merlin, Gang Berita, Blok A, Gang Rajawali, samping Matahari Departemen Store (Supermarket), dan kawasan  pasar lainnya yang termasuk dalam pemetaan kawasan Pasar Raya Padang.
 

Berdasarkan informasi dari Dinas Pasar Raya Padang  bahwa kawasan Permindo tidak termasuk  dalam peta kawasan Pasar Raya, dan juga tidak termasuk pungutan retribusi pasar terhadap para pedagang di sana.
 Namun dalam kenyataannya kawasan  pelataran Permindo yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap di pungut retribusi pasar sebesar Rp. 1.000,- perhari, ditambah lagi biaya pemungutan  yaitu uang keamanan dan kebersihan sebesar Rp.2.000,- perhari. Pembayaran sebagaimana yang terjadi tersebut tidak tercantum dalam Peraturan Daerah yang telah dibuat. 

Hal ini merupakan aplikasi yang bertentangan dengan peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah Daerah Kota Padang sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar. Menurut Peraturan Daerah retribusi yang dipungut adalah sepanjang pemakaian lokasi pasar yang berada dalam kawasan Pasar Raya Padang, dan tidak berlaku untuk kawasan Pasar Raya yang tidak termasuk dalam Peta kawasan pasar.

Menurut Peraturan Daerah pengelolaan dan retribusi pasar diberlakukan apabila seizin Dinas Pasar. Penggunaan fasilitas pasar baik sarana maupun prasarana yang ada untuk kegiatan perdagangan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan menandatangani surat perjanjian dengan Kepala Daerah. Akan tetapi aplikasi yang terjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Raya Padang yang berada di luar peta kawasan Pasar Raya juga dikenakan  retribusi pasar tanpa seizin Dinas Pasar.
 
Adapun isi dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002
 adalah : pada BAB II tentang Pengelolaan Pasar, bagian pertama pemakaian tempat terdapat dalam beberapa pasal diantaranya : 

Pasal 2 yaitu : Setiap orang atau badan yang memakai/memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3 yaitu : (1)  Setiap orang/badan yang ingin mendapatkan hak pakai                   atas fasilitas pasar harus mengajukan permohonan tertulis dan menandatangani surat perjanjian dengan Kepala Daerah.

Berdasarkan pasal di atas disebutkan bahwa pemakaian tempat atau memanfaatkan fasilitas pasar harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Daerah dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis dan menandatangani surat perjanjian dengan Kepala Daerah  yang bertujuan untuk mendapatkan hak pakai atas fasilitas pasar.
 

Setelah mendapatkan hak pakai atas pemanfaatan fasilitas pasar, kepada pemegang hak pakai akan diberikan kartu kuning, yang bertujuan sebagai tanda bukti pemegang hak pakai jika petugas melakukan pemungutan setiap hari. Juga disesuaikan dengan jenis usaha atau dagangannya serta bentuk pelaksanaannya masing-masing sebagaimana yang telah dilakukan penataan/penyusunan oleh Dinas Pasar. Namun kenyataannya di lapangan terjadinya kesemberautan atau tidak teraturnya secara rapi pedagang yang berjualan di sekitar Pasar Raya Padang.  Hal ini di jelaskan dalam pasal 6 nya tentang penempatan pedagang pada lokasi pasar ditetapkan jenis usaha dan bentuk pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
 
Dengan demikian pemberlakuan retribusi pasar juga didukung oleh keputusan dari Kepala Daerah yang menetepkan retribusi pasar atas jenis usaha dan kegiatan masyarakat. Bahwa pemberlakuan retribusi pasar dikenakan terhadap pedagang-pedagang yang secara resmi mendapat izin oleh Dinas Pasar baik itu tertulis maupun izin yang disetujui secara sah  oleh yang berwajib. 

Pelataran disepanjang Permindo tidak dilakukan  pendaftaran secara resmi. Hal ini diperoleh dari informasi yang didapat menyebutkan bahwa pemakaian pelataran  disepanjang Permindo dibolehkan sepanjang ada tempat yang kosong dan di beri izin oleh penyewa sebelumnya atau orang yang mempunyai lahan/lokasi tersebut. 
Kawasan pelataran permindo berarti tidak dikenakan biaya retribusi pasar. Namun kenyataannya bahwa adanya pemungutan retribusi pasar  terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)  yang ada pada kawasan pelataran Permindo. Ini menandakan bahwa retribusi pasar yang diberlakukan tidak sesuai dengan pasal 2 dan 3 di atas. 
Kawasan  Permindo juga tidak termasuk  dalam peta Dinas Pasar Raya, dengan demikian kawasan Permindo tidak dipungut retribusi pasar, namun  dalam kenyataannya aplikasi di lapangan ditemukan bahwa kawasan Permindo memberlakukan  Retribusi Pasar  terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada disepanjang Permindo. Jika retribusi pasar diberlakukan sementara pedagang-pedagang ini tidak termasuk kawasan Pasar Raya Padang berarti tidak dikenakan retribusi pasar sebagaimana di muat dalam Peraturan Daerah. Apabila tetap diberlakukan berarti menzalimi pedagang-pedagang yang ada di kawasan tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi :

(((((((( (((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ...
Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. 
 .QS. An-Nisa’(4) : 29

Berdasarkan  ayat di atas diketahui bahwa dalam memberlakukan suatu kewajiban kepada orang lain harus berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilarang keras melakukan perbuatan menzalimi orang lain. Begitu pula dengan aplikasi retribusi pasar dikenakan sepanjang pedagang-pedagang yang memanfaatkan kawasan Pasar Raya Padang sebagaimana ditentukan  oleh peta kawasan Pasar Raya Padang. 
Pemberlakuan retribusi pasar semestinya dikenakan terhadap pedagang yang menggunakan kawasan Pasar Raya secara resmi dengan telah meminta izin kepada Dinas Pasar. Isi Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 pada BAB III tentang Subjek Retribusi terdapat dalam Pasal 14 yaitu :  Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati/memanfaatkan fasilitas pasar dan atau memperoleh   izin tertentu dari Kepala Daerah.
BAB IV tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa yaitu :

Pasal 15 yaitu : (1) Untuk pemakaian fasilitas pasar, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas fasilitas pasar yang dipakai /dimanfaatkan oleh wajib retribusi.


(2) Untuk pemberian izin tertentu tingkat penggunaan jasa       diukur berdasarkan nilai asset/atau nilai jual /kontrak       kredit.
Peraturan Daerah ini  juga diperkuat dengan Peraturan Daerah  Kota Padang  Nomor 11 tahun 2005
 pada BAB V berisi tentang penentuan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini sesuai dengan pasal 8 yang berbunyi :

1. Pedagang Kali Lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu.

2. Pedagang Kaki Lima dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang. 

PKL
 memiliki asset modal yang berbeda, ada yang besar, sedang, serta ada yang bermodal kecil. Di samping fasilitas tempat yang disediakan oleh para  Dinas Pasar, para PKL ada yang menambah fasilitas lain seperti etalase, meja, rak-rak, kadang ada yang melantai saja dengan beralaskan tikar. 

Dengan melihat kepada adanya ketimpangan dari isi Peraturan Daerah  dan aplikasi pelaksanaan Pengelolaan  dan pemungutan Retribusi Pasar di kawasan Pasar Raya Padang, maka perlu diketahui bahwa terdapat beberapa  ketimpangan  dalam pemungutan  Retribusi Pasar  tersebut. Ketimpangan tersebut  dapat dilihat dengan pemungutan retribusi pasar terhadap kawasan Permindo  yang tidak termasuk pada peta  kawasan  Pasar Raya Padang. Ditambah lagi  dengan  pemberlakuan   rertibusi pasar terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)  dan pedagang-pedagang yang tidak mendaftar secara resmi dalam penggunaan kawasan Pasar Raya sebagai tempat berdagang.

Berdasarkan latar belakang di atas dinilai penting untuk membahas pengelolaan dan retribusi pasar di Pasar Raya Padang dalam bentuk karya Ilmiah dalam bentuk tesis, dengan judul  “Pengelolaan dan Retribusi Pasar Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. 
B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penulisan tesis ini penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realita pengelolaan dan retribusi pasar di kawasan Pasar Raya Padang.

2. Bagaimana ketentuan ideal pengelolaan dan retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 di Pasar Raya Padang.

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pengelolaan dan retribusi pasar di Pasar Raya Padang. 

Untuk membatasi penelitian ini pengelolaan dan retribusi pasar yang dimaksud sesuai dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002. Pembatasan permasalahan yang peneliti lakukan adalah mengkaji pengelolaan dan retribusi pasar yang telah di atur oleh Peraturan Daerah dari tahun 2002 sampai sekarang. Dengan memakai Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002.

Pemakaian Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 menjadi pembatasan  dan sekaligus membatasi permasalahan yang penulis kaji. Disamping itu penulis juga memakai pembatasan masalah yang berkenaan lokasi penelitian yang mencakup kawasan Pasar Raya Padang yang termasuk dalam peta Dinas Pasar Raya Padang. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. 
Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menjelaskan realita pengelolaan dan retribusi  pasar di Pasar Raya Padang.

2. Menjelaskan ketentuan ideal pengelolaan dan retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 di Pasar Raya Padang.

3. Menjelaskan tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan pengelolaan dan retribusi pasar di Pasar Raya Padang.
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis :

Berguna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan retribusi pasar ditinjau dari kacamata ekonomi Islam. Kegunaan lain untuk pengembangan ilmu terutama dalam masalah pengelolaan dan retribusi pasar dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif dan inovatif. Serta berguna untuk memberikan konstribusi yang berarti bagi Dinas Pasar Raya Padang dalam memberlakukan pelaksanaan pengelolaan dan retribusi pasar di Pasar Raya Padang. Serta mampu menghasilkan  penelitian-penelitian terbaru. 

b. Kegunaan Praktis : 

(1).  Pemerintah (Dinas Pasar)

Bagi Pemerintah (Dinas Pasar); penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai masukan dalam usaha meningkatkan kinerja Pemerintah (Dinas Pasar) terhadap pelaksanaan pengelolaan dan retribusi pasar di Pasar Raya Padang.

(2). Pedagang

Bagi Pedagang; untuk memberikan masukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban  di kawasan Pasar Raya Padang terutama bagi yang mempergunakan fasilitas pasar sebagai mata pencaharian mereka. 

 (3). Peneliti 

Bagi peneliti; hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman secara ilmiah tentang tinjauan Ekonomi Islam khususnya tentang pelaksanaan pengelolaan dan retribusi pasar  dan penerapan ketentuan pengelolaan  dan retribusi pasar serta Peranan Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam mencapai kemaslahatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. 

D. Difinisi Operasional

Untuk menghindari kesalahtafsiran dalam memahami judul yang dimaksud, berikut akan dijelaskan difinisi operasional diantaranya : 

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain/proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi/proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan.
 

Pengelolaan Pasar adalah Dinas/Badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Retribusi Pasar  adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar dan atau pemberian izin tertentu oleh Kepala Daerah terhadap pengelolaan pasar.

3. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar
Adalah : Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab.

4. Ekonomi Islam
Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk mengatur aktivitas ekonomi dalam usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginan tertentu dan berupaya memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam.

Jadi yang dimaksud judul secara keseluruhan adalah proses pelaksanaan pengelolaan pasar dan pemungutan pembayaran atau jasa pemakaian/penyediaan fasilitas pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 di Pasar Raya Padang.
E.  Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian yang penulis lakukan ini tergolong penelitian kualitatif dengan bantuan data kualitatif. Data kualitatif terdiri atas data yang bersifat hubungan variabel satu dengan variabel lain, bukan dalam bentuk angka. Layaknya penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis data yang bersifat induksi analitik artinya analisis dilakukan dengan menghubungkan teori yang ada dengan realita yang terjadi dalam paradigma kualitatif. Teori ini merupakan posisi sentral dalam paradigma kualitatif.
  

Untuk melengkapi penelitian kualitatif ini penulis memakai sumber data dari perpustakaan sebagai sumber teori. Dengan demikian penelitian ini juga memakai penelitian kepustakaan (library research).

2. Sumber Data 

Layaknya penelitian lapangan memerlukan populasi dan sampel. Populasi adalah objek penelitian sebagai sarana untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.
 Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili dari keseluruhan populasi yang ada. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 4656 yang terdiri atas toko, kios, los Dinas Pasar dan Dispenda. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 125 yang terdiri atas 120 toko, kios, los, dan 4 dari Dinas Pasar serta 1 dari Dispenda.

Berdasarkan banyaknya sampel yang ada dan mewakili dari jumlah populasi dari keseluruhan diperoleh data dengan cara observasi, wawancara. Sumber data dari observasi dan wawancara penulis peroleh dari responden di lapangan. Responden penelitian terdiri dari  Dinas Pasar Raya Padang dan  semua pedagang yang ada di kawasan Pasar Raya Padang yang dianggap mampu memberikan data  yang lebih banyak.  Penelitian awal dilakukan  dengan mengadakan wawancara  langsung di Dinas Pasar Raya Padang. Di sana di peroleh data Peta kawasan Pasar Raya Padang, Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 tentang pengelolaan dan Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban umum. Data jumlah pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan Pasar Raya. Disamping Dinas Pasar, wawancara juga dilakukan dengan pihak pedagang terutama Pedagang Kaki Lima (PKL), baik Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar pelataran Permindo maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang kawasan Pasar Raya.

Dari sekian responden nantinya akan diambil dari beberapa orang  sebagai sampel dalam penelitian ini dengan teknik bola salju (snowball sampling) yaitu dengan mencari informasi  dari jumlah populasi yang ada sampai informasi yang  lengkap, dan tidak mempertimbangkan besarnya sampel yang akan di ambil dari populasi yang ada. Apabila data dan informasi dianggap cukup penelitian akan dihentikan.
Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah pengelolaan dan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pasar serta pihak yang terkait dan implikasinya terhadap ekonomi Islam. Oleh karena itu yang menjadi sumber primer dari penelitian ini adalah sumber yang diperoleh  dari  Dinas Pasar Raya Padang, Dispenda dan pedagang-pedagang di kawasan Pasar Raya Padang. 

Disamping itu juga digunakan sumber  data sekunder. Sumber data sekunder adalah data tambahan yang bertujuan untuk menyempurnakan  data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar, majalah, serta dokumen-dokumen yang menyangkut dalam penelitian ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan tiga cara, yaitu : 

a.   Observasi

Observasi  adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap objek baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
  Penulis melakukan observasi ke Dinas Pasar Raya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dan Pedagang yang ada di Pasar Raya Padang tentang bagaimana realisasi pelaksanaan pengelolaan dan retribusi pasar di Pasar Raya Padang. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menemukan data tentang besarnya retribusi pasar yang diberlakukan terhadap pedagang-pedagang di Pasar Raya Padang. 

Observasi dilakukan lebih kurang lima (5) bulan dengan hasil yang diperoleh adalah adanya penetapan retribusi pasar kepada para pedagang dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Padang baik yang termasuk kawasan Pasar Raya maupun tidak. 

b.  Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipakai untuk mendapatkan data dan informasi dengan cara bertanya kepada responden.
 Kaitannya dengan observasi adalah penulis berupaya mencari informasi tentang pelaksanaan retribusi pasar secara lebih dalam dari pada observasi. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara ke Dinas Pasar kota Padang, yaitu kepada Bapak JASMAN selaku Kasi  Pendapatan, Pelaporan dan Evaluasi Dinas Pasar Raya Kota Padang, kepada Ibu TITY AFNIAR SALIM selaku kasi Penagihan, Bapak YUHERIM selaku kasi Penetapan, Bapak ZULKARNAIN selaku staf Sub bagian umum Dinas Pasar Raya Padang, ibuk MISRAWATI selaku kasubag keuangan Dinas Pendapatan kota Padang dan kepada pedagang yang berada di kawasan Pasar Raya Padang. 
Wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan data secara lebih cepat, terbuka dan mendapatkan kepuasan dalam perolehan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Data yang  diperoleh dari hasil wawancara meliputi pengelolaan dan retribusi pasar, ketentuan berapa tarif pemungutan retribusi pasar yang ditetapkan kepada masing-masing pedagang dengan luas lokasi pasar yang ada. Dengan demikian diketahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan pasar terhadap pemakaian fasilitas sarana dan prasarana pasar dan tarif pemungutan retribusi pasar.
c. Perolehan data dengan menggunakan dokumen yaitu :    menggunakan buku-buku, Peraturan Daerah yang berkenaan tentang Pengelolaan dan retribusi Pasar, sehingga apa yang diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh data yang maksimal.
4. Teknik  Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan/ mengelompokkan jawaban pertanyaan sesuai dengan batasan masalah, membuat tabel, melakukan interpretasi data dan kemudian diambil kesimpulan. Sesuai dengan jenis data yang bersifat kualitatif, analisis data yang digunakan adalah analisis data bersifat kualitatif dengan cara mencari hubungan antara variabel satu  dengan variabel lainnya, hingga  diperoleh sebuah kesimpulan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya analisis data yang digunakan  bersifat  analitif kualitatif dengan data-data yang bersifat kualitatif.
Namun untuk memperkuat analisis data kualitatif ini penulis juga menggunakan data penunjang berupa data kuantitatif berupa tabel dan angka-angka. Meskipun demikian penelitian ini tergolong penelitian kualitatif.

F.   Kajian Kepustakaan

Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari penulisan yang duplikasi/pengulangan dari pembahasan yang telah ada, berikut dipaparkan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan pembahasan yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian penulis di lapangan ditemukan beberapa kajian mengenai ekonomi Islam. Yaitu  terdapat dalam bukunya Abdullah Abdul Husain at-Tariqi
 yang berjudul Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan. Berangkat dari konsep ekonomi dalam Islam tidak hanya tampak dalam konsepsi global, namun juga tercermin dalam praktek-praktek aplikatif aktifitas ekonomi. Bahwa aturan-aturan  ekonomi Islam disimpulkan dari kumpulan kaidah-kaidah pokok yang dihubungkan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pokok, dasar, dan tujuan-tujuan ekonomi Islam sesuai dengan pemahaman hukum syari’at.
Akhmad Mujahidin
 dalam bukunya Ekonomi Islam. Memaparkan tentang ekonomi Islam yang meliputi konsep, sejarah, landasan, instrumen, negara, keadilan, dan pasar dalam ekonomi Islam. Ikhwan Hamdani
   dalam bukunya System Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif  Ekonomi Islam. Memaparkan tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial,  untuk melakukan berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dengan tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.  
Aidil Alfin
, tahun 2002 dengan judul tesis Bisnis multi Level Marketing Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Dalam kajiannya terdapat hukum ekonomi Islam. memaparkan cara kerja serta pembagian keuntungan yang diterapkan pada bisnis Multi Level Marketing, bentuk aktivitas ekonomi Islam serta bagaimana pandangan al-quran dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bentuk aktivitas ekonomi Islam, akan tetapi penelitian ini terfokus pada aktivitas Bisnis multi Level Marketing. Tidak memaparkan tentang aktivitas pedagang di Pasar Raya Padang.   Alimin
, tahun 2002 dengan judul tesis Perlindungan Kunsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Memaparkan tentang sejauhmana hukum ekonomi Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan melahirkan hukum praktis tentang perlindungan konsumen, dan bagaimana pelaksanaan hukum perlindungan konsumen Islam dibandingkan dengan aktivitas ekonomi positif dewasa ini.  

Berdasarkan kajian kepustakaan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 Ditinjau Dari Ekonomi Islam. 
� Pemerintah kota Padang, Peraturan Daerah kota Padang, Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, h .1 ditetapkan di Padang tanggal 29 Juni 2002. Pasar adalah pasar-pasar milik dan atau di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.


� Lihat Millah, Jurnal Studi Agama Pemberontakan Korupsi dan Deskontruksi Budaya Terakreditasi SK No.39/Dikti/Kep.2004.Vol.V..No.2, Februari 2006. ISSN 1412-0992 h. 207. 


� Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditentukan Allah bagi mereka. Lihat Ikhwan Hamdani, System Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jakarta : Nur Insani, 2003), h.8. 


� Lihat Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Penerjemah : Didin Hafidhuddin, dkk, Judul Asli : Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islam, (Jakarta : Rabbani Press, 2001), h. 25. xxv. 


� Manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan hanya sebagai Abdu (hamba) tetapi juga sebagai khalifah fil Ardhi (wakil Allah di bumi) kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, menuntut manusia untuk melakukan aktivitas guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ahmad M. Saefuddin menjelaskan bahwa kedudukan manusia sebagai khalifah harus memikul suatu amanah atau suatu tanggungjawab untuk mengelola dan mengolah alam beserta isinya bagi kesejahteraan manusia. Baca : Ahmad M Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), cet.ke-1, h. 31. 


� Dalam hal ini, yang peneliti maksud adalah Ekonomi Islam sebagai kajian independen dari aspek-aspek Muamalah tersebut Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, memiliki tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama Ekonomi Islam adalah merealisasikan keinginan manusia untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat (falah) serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-Thayyibah).


Tujuan Ekonomi Islam : 


1. Kesejahteraan ekonomi, 2. Tercapainya kebutuhan dasar manusia, 3. Penggunaan sumber daya secara optimal, efesien, efektif, hemat dan tidak mubazir, 4. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata, 5. Menjamin kebebasan individu, 6. Kesamaan hak dan kesempatan memperolehnya, 7. Kerjasama dan keadilan. Baca ; Millah, Jurnal, op.cit, h. 207. 


� Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ini sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri dan termasuk dalam hal mencari karunia Allah SWT. Fitrah yang  melekat pada diri manusia untuk mempertahankan hidup merupakan pendorong utama bagi segala aktivitas manusia. Aktivitas ekonomi Islam yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan norma-norma (aturan ) dan moral, Dalam Islam aktivitas ekonomi Islam dianggap sebagai suatu cara untuk mencapai kehidupan yang harmonis guna kemaslahatan umat  manuia. Karena Ekonomi Islam berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi pemeluk Islam sehingga terpenuhi semua kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi mengemukakan bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam adalah  :


Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana


Memenuhi kebutuhan keluarga


Memenuhi kebutuhan jangka panjang


Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan


Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT. 


Baca; Muhammah Nejatulah ash-Shiddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Penerjemah : Anas Sidik, Judul Asli : The Economic enterprise In Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet ke 2, h. 15. 


� Tanpa adanya aktivitas ekonomi/kegiatan ekonomi, manusia akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Sebab Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, tidak seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dibutuhkan. Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), cet, ke 17, h. 14 


� Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002),cet ke 1, h. vii 


� Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19  


� Jasman, Wawancara, Kasi Pendapatan Pelaporan dan Evaluasi Dinas Pasar Raya Kota Padang,  Senin/ 22 Desember 2008 


� Ibid., 


� Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 pasal 3 ayat 1, op.cit., h. 5


� Pemerintah kota Padang, Peraturan Daerah kota Padang, Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, h 5  ditetapkan di Padang tanggal 29 Juni 2002  


� Ibid., Hak pakai adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada seseorang atau badan untuk menempati/memakai dan atau menikmati petak toko, kios, los, meja batu dan pelataran yang berada dalam lokasi pasar. 


� Ibid., 


� Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:   Yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir al-Quran, 1971), h. 122


� Pemerintah Kota Padang, Peraturan Daerah Kota Padang, Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, h.6 ditetapkan di Padang tanggal 12 september 2005   


� Asal–usul sebutan “kaki lima” berasal dari pedagang makanan dan minuman yang berkeliling dan berpindah-pindah dengan gerobak dorong, gerobak dilengkapi dua roda dan satu tiang penyangga dibagian tengah, belakang, depan. Tiang penyangga tersebut berfungsi ketika sedang berhenti. Dalam Artikel Singgalang, (Padang : Singgalang, Rabu / 26 Juli 2006), h. 1. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menempati pelataran dalam lokasi pasar. Lihat juga Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002  op.cit, h. 3 Lihat juga Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bahwa Pedagang Kaki Lima adalah orang atau perorangan  yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah di bongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak  diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan. op.cit,   h 4   


� Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,1990)., h. 411 


� Pemerintah kota Padang, Peraturan Daerah kota Padang, Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, h 5 s/d 9 ditetapkan di Padang tanggal 29 Juni 2002   


� Ibid., 


� Lihat Millah, Ibid. h. 201.


� Julia Brannen, Memadu Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif , ( Jogyakarta  : Pustaka Setia, 1996), h. 15


� Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), h. 23 


� Hadeli, Metode penelitian Kependidikan, (Padang : Baitul Hikmah, 2002), h. 92 


� Ws. Wingkel, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah, (Jakarta : Gramedia : 1989), h. 51 


� Abdullah Abdul Husain at-Tariqi,  Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan, Penerjemah : M Irfan Syofwani, Judul Asli: Al-Iqtishad al Islam;Ushusun wa Muba’un wa Akhdaf, (Yoqyakarta : Magistra Insania Press, 2004), cet ke-1, h.14 lihat juga Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana, 2006) 


� Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007


�  Ikhwan Hamdani, System Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jakarta : Nur Insani,2003)


�  Aidil Alfin, Bisnis multi Level Marketing Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam, . 2002


� Alimin, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,  2002 





1

PAGE  

